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ABSTRAK

Strategi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Pada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta
Rita Tri Damayantie, R. Luki Karunia, Neneng Sri Rahayu
rita.damayantie09@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisa entitas terperiksa dalam
menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (BPK RI) yang belum optimal. Melalui pendekatan kualitatif
dengan desain studi kasus, riset ini mengaplikasikan teori peran guna menganalisis
perilaku pelaksana dan pengelola Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan. Temuan
penelitian mengindikasikan bahwa rendahnya jumlah LHP yang telah selesai
ditindaklanjuti dipicu oleh tiga faktor utama: kelemahan implementasi regulasi dan
Standar Operasional Prosedur (SOP), hambatan dalam koordinasi antarpihak, serta
perbedaan persepsi dalam memahami rekomendasi. Ketiga kendala tersebut secara
langsung yang menjadi penyebab perilaku pelaksana sehingga tidak selaras dengan
harapan organisasi. Sebagai implikasi praktis, penelitian ini merekomendasikan
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memformulasikan peraturan khusus yang
mengatur mekanisme pelimpahan tanggungjawab saat terjadi perubahan
nomenklatur, serta mengimplementasikan sistem reward and punishment guna
mengakselerasi proses tindak lanjut pemeriksaan.

Kata kunci: tindak lanjut, rekomendasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
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ABSTRACT

Strategy Completion of Follow Up on Audit Recommendations of the Supreme
Audit Board of the Republic of Indonesia on DKI Jakarta Provincial
Government
Rita Tri Damayantie, R. Luki Karunia, Neneng Sri Rahayu
rita.damayantie09@gmail.com
Politeknik STIA LAN Jakarta

This study aims to analyze the audited entities’ less-than-optimal follow-up of audit
recommendations issued by the Supreme Audit Agency of the Republic of Indonesia
(BPK RI). Using a qualitative approach with a case study design, this research
applies role theory to analyze the behavior of those responsible for implementing
and managing the follow-up of audit findings. The research findings indicate that
the low number of audit reports that have been fully followed up is driven by three
main factors: weaknesses in the implementation of regulations and Standard
Operating Procedures (SOPs), barriers to coordination among parties, and
differences in perception regarding the understanding of recommendations. These
three constraints directly cause the behavior of implementers to be inconsistent with
the organization’s expectations. As a practical implication, this study recommends
that the DKI Jakarta Provincial Government formulate specific regulations
governing the mechanism for the transfer of responsibility when nomenclature
changes occur, and implement a reward and punishment system to accelerate the
audit follow-up process.

Keywords: follow-up, recommendations, DKI Jakarta Provincial Government
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BAB |
PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diberikan mandat dalam Undang-
Undang (UU) yaitu UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Berdasarkan UU tersebut BPK betugas
melakukan pemeriksaan terkait pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
BPK dalam melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan pemeriksaan kinerja,
pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Tujuan BPK dalam
melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan yaitu untuk mendapatkan keyakinan
yang memadai dengan nantinya akan menyatakan bahwa laporan keuangan telah
tersaji dengan wajar untuk segala sesuatu yang material. BPK juga melakukan
pemeriksaan atas kinerja yang dapat diartikan sebagai pemeriksaan yang akan
menyentuh kepada aspek ekonomi, aspek efisiensi dan aspek efektivitas yang
bertujuan untuk memberikan hasil dalam bentuk rekomendasi agar terdapat
perbaikan bagi pihak yang diperiksa. Selain dua pemeriksaan tersebut juga BPK
melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan tersebut bertujuan
untuk memberikan penilaian terhadap hal pokok yang BPK periksa dari entitas
terperiksa untuk memastikan bahwa hal pokok telah sesuai berdasarkan peraturan
dan mengungkapkan apabila terdapat indikasi atas kerugian negara atau kerugian
daerah serta apakah terdapat unsur pidana atau tidak terdapat unsur pidana.

Setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK selesai dilaksanakan, tujuan
akhirnya yaitu kewajiban BPK untuk menyusun laporan yang tertuang dalam
laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan oleh BPK atau yang disebut
LHP merupakan suatu bentuk laporan tertulis yang berisi informasi tentang hal-hal
penting dan kesimpulan yang diambil dari prosedur analisis yang dilakukan oleh
pemeriksa berdasarkan bukti yang didapat selama jangka waktu pemeriksaan.
Laporan atas audit tersebut harus dapat memberikan nilai tambah kepada para pihak

yang berkepentingan, yaitu kepada pemerintah, lembaga legislatif, media publik



bahkan kepada pihak-pihak yang berkecimpung dalam ranah akademik. Laporan
pemeriksaan harus disusun sesuai berdasarkan dengan standar yang telah ditetapkan
untuk pelaksanaan pelaporan hasil pemeriksaan. BPK menyerahkan laporan
pemeriksaan secara resmi kepada Presiden untuk pemeritah pusat, Gubernur untuk
tingkat pemerintah provinsi serta Bupati/Walikota untuk pemerintah
kabupatan/kota sesuai dengan kewenangnya berdasarkan laporan pemeriksaan
dalam bentuk LHP atas Pemeriksaan Kinerja, LHP atas Pemeriksaan Laporan
Keuangan, serta LHP atas Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu. Setelah LHP
tersebut diserahkan secara resmi kepada pimpinan negara maupun daerah,
selanjutnya BPK akan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut yang dilaksanakan
oleh pejabat berdasarkan yang telah dituangkan pada UU Nomor 15 Tahun 2006,
dan hasil dari kegiatan pengawasan disampaikan dengan bentuk tertulis kepada
DPRD, DPR, dan DPD serta pemerintah.

Laporan hasil audit tersebut memuat diantaranya temuan serta rekomendasi
pemeriksaan yang wajib untuk ditindaklanjuti oleh entitas terperiksa. Tindak lanjut
dari laporan oleh BPK vyaitu oleh pimpinan pihak yang diperiksa bahkan pihak
terkait lainnya yang mempunyai kompetensi dalam pelaksanaan rekomendasi
berdasarkan hasil pemeriksaan (ntt.bpk.go.id). Selanjutnya, pimpinan yang
dilakukan pemeriksaan wajib untuk menyampaikan kepada BPK dalam bentuk
jawaban atau penjelasan terkait tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan yang
tertuang dalam rekomendasi oleh BPK dengan jangka waktu selambat-lambatnya
60 hari setelah diterima laporan hasil pemeriksaan oleh BPK. Tindak lanjut yang
telah diberikan oleh entitas terperiksa selanjutnya dipantau oleh BPK setiap
semester dan dimuat dalam laporan hasil pemantauan tindak lanjut.

Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi dilakukan oleh BPK
atas tindak lanjut yang telah disampaikan yang berdasarkan dari hasil pemeriksaan
oleh BPK kepada entitas, BPK akan melaksanakan penatausahaan atas LHP dan
berdasarkan LHP tersebut BPK melakukan inventarisasi berdasarkan temuan
pemeriksaan, rekomendasi yang disampaikan dalam LHP dan status penyelesaian
atas rekomendasi dalam LHP, termasuk tindak lanjut yang berdasarkan nilai



penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.
Dalam melakukan tindak lanjut atas rekomendasi BPK, pihak entitas yang diperiksa
dalam menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran berupa uang atau aset kepada
negara, daerah maupun perusahaan. Selain penyerahan berupa uang atau aset dapat
juga melakukan tindak lanjut dengan melakukan proses untuk melengkapi suatu
pekerjaan atau barang, serta dapat berupa teguran, pemberian peringatan dan/atau
sanksi kepada pihak yang bertanggungjawab dan/atas kepada pihak pelaksana
kegiatan, pelaksanaan tersebut merupakan tindakan dalam bentuk administratif.
Selain hal tersebut untuk pelaksanaan tindak lanjut secara administratif dapat
berupa tindakan yang bersifat koreksi atau perbaikan dalam penatausahaan
keuangan, melakukan perbaikan untuk sebagian atau seluruh dari suatu sistem
pengendalian internal dan melengkapi bukti pertanggungjawaban. Atas rangkaian
pelaksanaan tindak lanjut tersebut dapat disampaikan bahwa pelaksanaan tindak
lanjut merupakan ranah hukum administratif negara yang mana fungi dari hukum
administratif negara yaitu menjaga pelaksanaan administrasi negara agar
dilaksanakan berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya.

Dalam ilmu Administrasi Pembangunan, administrasi publik fokus pada
bagaimana birokrasi negara menjadi motor penggerak perubahan sosial-ekonomi
(modernisasi) dan bagaimana birokrasi itu sendiri beradaptasi untuk meningkatkan
kapasitasnya. Hubungan dengan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPK dari
entitas sangat erat, pasalnya rekomendasi BPK tidak selalu berupan pengembalian
uang (finansial), tetapi sering kali bersifat perbaikan sistem administratif seperti
penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP), peningkatan kompetensi
SDM, atau perbaikan sistem teknologi informasi. Dengan mewajibkan entitas
menindaklanjuti rekomendasi tersebut, BPK secara tidak langsung membawa
sebuah institusi pemerintahan untuk melakukan pembangunan administrasi
ditubuhnya sendiri. Kepatuhan terhadap TLRHP menandakan organisasi sedang
bertransformasi menjadi organisasi yang bersih dan transparan.

BPK telah menyampaikan dan menjadikan persoalan terkait penyelesaian

tindak lanjut pemeriksaan sebagai isu strategis yang telah dituangkan ke dalam



Rencana strategis BPK Tahun 2020-2024. Tindak lanjut rekomendasi BPK dapat
dijadikan sebagai bentuk penghargaan kepada entitas yang diperiksa yang mana
rekomendasi BPK menjadi suatu pendorong dalam perbaikan untuk tindakan
mengelola keuangan negara. Rekomendasi pemeriksaan BPK saran dari pihak
pemeriksa BPK yang telah dituangkan dalam hasil pemeriksaan BPK, yang
nantinya disampaikan kepada orang dan/atau badan yang memiliki kewenangan
dalam pelaksanaan tindakan dan/atau perbaikan (BPK, 2017). Rekomendasi yang
tepat dan berkualitas akan memberikan manfaat perbaikan bagi entitas terperiksa.
Rekomendasi yang berkualitas dapat ditunjukkan melalui rekomendasi yang
berorientasi tindakan (action oriented) dan efektif (US GAO, 1991). Efektivitas
tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan selanjutnya merupakan indikator dari
kualitas hasil pemeriksaan BPK (Intosai, 2010).

BPK menyebutkan bahwa bukti yang menunjukkan bahwa kualitas
pemeriksaan memberikan manfaat untuk perbaikan dapat dilihat dari tingkat
efektivitas tindak lanjut pemeriksaan oleh entitas pada pemantauan tindak lanjut
yang dilakukan oleh BPK. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut oleh BPK dapat
dimanfaatkan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi entitas
dalam pelaksanaan tindak lanjut, untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari
tindak lanjut pemeriksaan, mendorong entitas dalam melakukan percepatan tindak
lanjut berdasarkan informasi status tindak lanjut, dan untuk melakukan penyesuaian
rekomendasi supaya sejalan dengan perubahan terkini agar rekomendasi bisa
dilakukan tindaklanjut oleh entitas.

Efektivitas hasil pemeriksaan dapat diketahui apabila entitas telah
melakukan tindak lanjut. Namun, sering ditemui bahwa permasalahan yang
disampaikan BPK dalam laporan pemeriksaan merupakan temuan yang sama
seperti tahun-tahun sebelumnya, hal ini timbul karena entitas tidak mampu dalam
melakukan perbaikan sesuai rekomendasi BPK terkait pengelolaan keuangan
negara, seharusnya dari laporan pemeriksaan tersebut dapat menjadi acuan untuk

melakukan tindakan perbaikan dalam pengelolaan APBN/D.



BPK melakukan pemantauan yang bertujuan untuk mengevaluasi tindak
lanjut oleh pejabat entitas untuk mengetahui apakah tindak lanjut memberikan
efektivitas dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan laporan pemeriksaan
serta untuk memberikan keyakinan kepada pemeriksa bahwa kelemahan yang
ditemukan telah terdapat tindakan perbaikan. Pihak yang wajib melakukan tindak
lanjut yaitu pejabat dari entitas yang diperiksa oleh BPK sesuai batas waktu yang
telah ditetapkan, atas kewajiban tersebut telah tertuang dalam UU No. 15 Tahun
2004 dalam Pasal 20.

Dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut, BPK melakukan pembahasan
bersama dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan BPK berupa
kegiatan koordinasi dengan entitas, melakukan pengoptimalan proses penyelesaian
tindak lanjut yang dilakukan secara rutin guna mendorong entitas menyelesaikan
tanggungjawabnya sesuai yang tertuang pada Peraturan BPK. Tindak lanjut wajib
dilakukan oleh pejabat dari entitas yang diperiksa dengan menyampaikan
penjelasan atas temuan pemeriksaan ataupun jawaban yang dilengkapi dengan data-
data pendukung berdasarkan kriteria bahwa data maupun dokumen tersebut relevan
dengan permasahalan yang dilaporkan oleh BPK, kompeten serta cukup untuk
meyakinkan pemeriksa dalam pelaksanaan pemantauan serta data-data maupun
dokumen tersebut diverifikasi oleh pihak pengawas intern pemerintah.

Pemantauan tindak lanjut ini memiliki manfaat untuk mewujudkan
akuntabilitas birokrasi dan implementasi kebijakan yang efektif bukan hanya
sekedar menjalankan kewajiban administratif karena rekomendasi yang diberikan
oleh BPK merupakan salah satu instrument yang penting dalam ekosistem tata
kelola keuangan negara. Dalam administrasi publik, masyarakat dan legislatif
merupakan pemberi mandat, sedangkan birokrasi sebagai penerima mandat. BPK
hadir sebagai institusi pengawas independen yang memiliki tujuan perbaikan sistem
serta pengembalian kerugian negara apabila terjadi kesalahan untuk memulihkan
kepercayaan publik. Pada dasarnya menindaklanjuti rekomendasi BPK merupakan

sebuah proses implementasi kebijakan perbaikan.



Menindaklanjuti rekomendasi BPK dan Kkaitannya dengan tujuan
impelementasi Good Govenance dengan menekankan pada orientasi hasil yang
efisien dan efektif, dalam hal ini pemeriksaan BPK dan tindaklanjutnya adalah alat
pengukur kinerja birokrasi. Tindak lanjut yang lambat atau tidak memadai
menunjukkan kelemahan sistem pengendalian internnya. Dalam prinsip Good
Governance, birokrasi yang gagal menindaklanjuti rekomendasi auditor eksternal
telah mencederai prinsip transparansi dan responsivitas.

BPK telah melakukan upaya untuk mendorong entitas agar lebih
meningkatkan pelaksanakan tindak lanjut dengan melaksanakan beberapa
perencanaan dalam menangani risiko baik berupa kegiatan rutin maupun kegiatan
strategis. Kegiatan yang telah dilakukan BPK selama tahun 2021 diantaranya
mengoptimalkan pelaksanaan Juklak maupun Juknis bahkan pedoman yang telah
dimiliki terkait pemantauan tindak lanjut. BPK juga terus melakukan komunikasi
dengan pemerintah untuk mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut serta
melakukan koordinasi upaya-upaya yang lebih efektif dalam penyelesaian tindak
lanjut. BPK juga mereviu secara terus-menerus atas penerapan strategi pemeriksaan
agar sejalan dengan program pemerintah dan hal tersebut termasuk dalam
pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh BPK dalam pelaksanaan pemantauan.

Salah satu alat ukut capaian indikator kinerja BPK dalam sasaran strategis
BPK yaitu capaian penyelesaian tindak lanjut oleh entitas terperiksa. Berdasarkan
sasaran strategis BPK, visi dan misi BPK, strategi BPK dan tujuan BPK yang
tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 diketahui bahwa ukuran capaian sasaran
strategis dan strategi BPK yang disebut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).
Dalam IKU diketahui bahwa capaian BPK untuk menjadi pendorong bagi entitas
dalam menggunakan hasil pemeriksaan BPK untuk memperbaiki pengelolaan dan
tanggungjawab keuangan negara.

Penilaian IKU sebagai dasar pencapaian sasaran strategis BPK yang
tertuang dalam Renstra 2020-2024 berdasarkan 3 indikator (1) nilai quality
assurance reformasi birokrasi; (2) indeks kepuasan terhadap pemangku
kepentingan dalam pemanfaatan hasil pemeriksaan; dan (3) tingkat kualitas dan



manfaat tata kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK selama ini menjadi taget sasaran
strategis yang tertuang dalam IKU 1. IKU terkait tingkat kualitas dan manfaat tata
kelola keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan BPK merupakan ukuran
capaian kinerja yang dilaksanakan sejak tahun 2020. IKU 1 diukur dengan tiga Sub-
IKU 1 yang diantaranya melalui penilaian atas tingkat pencapaian persentase tindak
lanjut rekomendasi dengan capaian diatas 75%. Hasil penghitungan nilai capaian
kinerja BPK tahun 2022 memperlihatkan penyelesaian tindak lanjut untuk capaian
diatas 75% untuk tahun 2022 hanya terealisasi 70,18% dari target sebesar 75%.
Persentase tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan target pencapaian
yang telah ditetapkan dan berpengaruh signifikan terhadap realisasi IKU 1 karena
Sub-IKU tersebut memiliki bobot sebesar 70%. Realisasi sebesar 70,18%
mencakup penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pemerintah daerah, pemerintah
pusat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta badan lainnya yang meliputi
diantaranya SKK Migas, Conoco Philips Indonesia, serta PT Pertamina Hulu
Energi.

Penelitian studi kasus adalah penelitian yang mempunyai karekteristik
permasalahan yang mempunyai latar belakang yang diungkap pada pendahuluan
penetilian berdasarkan kondisi pada saat sekarang ini untuk subjek yang diteliti
serta interaksinya dengan lingkungan yang dialami oleh peneliti. Tujuan dari
studi kasus adalah untuk melakukan penyelidikan mendalam terhadap suatu topik
tertentu guna memperoleh pemahaman yang utuh mengenai topik tertentu. Metode
penelitian ini dilakukan secara terfokus, rinci dan menyeluruh untuk permasalahan
tertentu, situasi sosial atau entitas sosial tertentu (Sudaryono, 2017). Peneliti
mempelajari suatu keadaan dalam sebuah institusi atau organisasi yang menarik
perhatian. Peneliti mendalami entitas sosial terkecil seperti perkumpulan, kelompok
dan berbagai bentuk entitas sosial lainnya. Studi kasus dikenal dalam bidang
metodologi sebagai suatu kajian secara menyeluruh, intensif, terperinci dan
mendalam, yang lebih mengarah pada upaya mempelajari persoalan-persoalan atau
fenomena-fenomena aktual yang sedang terjadi. (Bungin, 2003). Sedangkan



menurut Robert Yin (1996) menyebutkan bahwa Studi kasus merupakan studi
empiris yang mengkaji suatu fenomena dalam keadaan yang dapat diamati, tanpa
menunjukkan konteksnya secara jelas dan dengan memanfaatkan berbagai bentuk
bukti.

Studi kasus yang dilakukan peneliti pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
mempelajari proses penyelesaian tindak lanjut rekemondasinya. Tingkat kepatuhan
seluruh entitas yang diperiksa BPK meliputi pemerintah pusat dan pemerintah
daerah termasuk diantaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. IHPS per semester
Il tahun 2022 menunjukkan bahwa status pemantauan tindak lanjut rekomendasi
khususnya pemerintah provinsi belum mencapai target capaian IKU yaitu rata-rata
hanya sebesar 72,58%. Dari hal ini, penentuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sebagai lokus dalam penelitian ini adalah dengan pertimbangan bahwa Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah rekomendasi dari Tahun 2005 s.d. 2022
paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia yaitu sebesar 14%
dengan total rekmeondasi sebanyak 9.120 rekomendasi dari total 66.890

rekomendasi. Rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 1 Jumlah Temuan dan Rekomendasi pada Provinsi di Indonesia
Tahun 2005 s.d. 2022

Temuan Rekomendasi
Entitas
Jumlah Nilai Jumlah Nilai
p) 4 5 6 7
0,
Prov. Seh 1073 | 6 416.124.765.304,05 | 2880 3.512.999.432.61827 | 7
Prov. Sumatera
0,
Utara 691 553.353.428.293,18 1976 394.413.588.304,82 3%
Prov. Sumatera 0
Barat 887 239.665.058.395,93 2220 156.572.478.524.20 3%
1 0,
Prov. Riau 1237\ 1 g04.432.206.62613 | 49 1.029.913.717.933.36 | 7
1 0,
Prov. Jambi 862 | 1 446.704.460.20530 | 2981 788.193.578.399,95 3%
Prov. Sumatera
0,
Selatan 753 480.501.940.802,09 1961 334.635.917.863,48 3%




Entitas

Jumlah
4

Temuan
Nilai
5

Jumlah

6

Rekomendasi

Nilai
7

7 | Prov-Bengkulu | 703 | 505 74930050900 | 17°C 236.907.12027051 | °%°

g | Prov.Lampung | 742 | 550 45470504785 | 1M 138.563.501.340,17 | °%°

9 va'Bﬁﬁﬁr?; @ st 164.632.432.81995 | 13°° 51.700.185.137,73 2%

10 | Prov-Kep.Riau | 578 | gq) 6og395.57406 | 2% 1672865382731 | P

" ng‘lié?t'a(' 3706 | 17.922.707.485.491,40 | 9120 | 5.852.765.072.98347 | 14%
12 | Prov.JawaBarat | 1002 | ) 1o8493167.30667 | 2o°0 443.719.664.966,02 | 470

13 | Prov.JawaTengah | 769 | n00 00001195086 | 1020 214.407.696.232.40 | 7

14 ng;/\;kgrlta 574 87.529.473.981,92 1155 82.026.015.387,51 2%

15 | Prov.JawaTimur | 734 | 51q673771 50556 | 100 310.871.337.374.46 | 27

16 | Prov.Banten 778 | 51117528450720 | 8% | a75689700.02140 | %

17 RV B 35 | i5ags3osag3aes | 45.298.524.542,83 2%
18 Teigjgérgl l|J3s:rau 602 | 4713165833425 | 1407 109.610.005.65353 | 2%
19 TeE;ZZ}QI #isr?nur 770 | 15416250753086 | 1690 62.410.590.769,76 2%
20 v :::LTantan 694 | 1850445112051 | 1723 131.773.886.100,06 | °7°
21 va'Tﬁg;;]antan 628 | 1og8ge557.181,08 | O 105.891.105.125,67 | 2%
22 Prov'slzgtmaman 806 290.113.711.371,56 1766 231.615.160.174,48 3%
23 o ﬁilwtrr] o 584 774.635.757.562,37 1293 198.174.637.966,87 2%




Temuan Rekomendasi
Entitas — —
Jumlah NIEY Jumlah NIEY
2 5 6 7
Prov. Kalimantan o
24 Utara 215 25.853.552.246,75 509 13.154.243.784,07 1%
Prov. Sulawesi
0,
25 Utara 8 213.302.213.434,00 1833 145.019.095.872,25 3%
Prov. Sulawesi
0,
26 Tengah S 212.577.406.860,39 Lo 99.170.185.868,82 2%
Prov. Sulawesi
0,
27 Selatan 632 443.183.456.186,05 L6 319.751.748.961,60 2%
Prov. Sulawesi
0,
28 Tenggara o 285.469.593.920,81 g 195.956.348.821,92 4%
0,
29 | Prov.Gorontalo R 76.998.927.245 51 85 83.295.641.742,70 2%
Prov. Sulawesi .
30 Barat 602 181.478.298.458,55 1398 108.383.293.411,75 2%
0,
31 Prov. Maluku 588 395.479.574.683,52 1617 151.553.343.331,83 2%
Prov. Maluku
0,
32 Utara " 475.928.973.094,34 =Y 349.552.870.930,56 3%
0,
33 alOVaaiie 687 | 5600.703.988.25087 | 1646 907.824.817.08413 | %
0,
34 | Prov-PapuaBarat | 609 | 5009075717 | 1720 370.668.372.68625 | 7
TOTAL 27.292 | 40.231.722.672.526,60 66.890 | 17.688.220.714.023,10 | 100%

Sumber: IHPS Semester 11 2022
Dalam upaya mendukung penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan aplikasi Jakarta Pengawasan

(Jakwas) sebagai alat untuk mengawasi proses tindak lanjut. Melalui aplikasi

tersebut, diharapkan satuan kerja mendapatkan informasi terkait rekomendasi dan

status penyelesaian tindak lanjut secara langsung (warta pemeriksa, 2022). Namun

penggunaan aplikasi tersebut dinilai belum efektif karena tingkat persentase

penyelesaian rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dalam LHP yang rendah pada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta periode 2005 sampai dengan Semester Il Tahun
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2022 menunjukkan adanya kurang tanggungjawab dan kepatuhan dari pemerintah
di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Dari data pada Tabel 1.1 atas jumlah temuan dan rekomendasi pada Provinsi
di Indonesia selama Tahun 2005 s.d. 2022 diketahui bahwa sebanyak 27.292
temuan pemeriksaan dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI dengan nilai temuan
pemeriksaan Rp40.231.722.672.526,60. Dari jumlah temuan tersebut sebanyak
66.890 rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan Kepala Daerah di seluruh
Indonesia dengan nilai rekomendasi senilai Rp17.688.220.714.023,10. Dari total
seluruh Indonesia, Provinsi DKI Jakarta terdapat pada posisi paling tinggi untuk
seluruh kondisi mulai dari jumlah temuan pemeriksaan sebanyak 3.706 atau
13,58% dan nilai temuan pemeriksaan senilai Rpl17.922.707.485.491,40 atau
44,55% dan juga dalam hal rekomendasi dari temuan pemeriksaan tersebut juga
Provinsi DKI Jakarta menyumbang angka paling tinggi dari jumlah rekomendasi
sebanyak 9.120 atau 13,63% dan nilai rekomendasi untuk Provinsi seluruh
Indonesia senilai Rp17.688.220.714.023,10 atau 33,09%.

Berdasarkan data pemantauan tindak lanjut yang disusun oleh BPK
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta tingkat LHP BPK vyang telah selesai
ditindaklanjuti rekomendasinya atas pemeriksaan yang dilakukan pada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta sejak Tahun 2005 s.d. tahun 2022 tergolong relatif rendah,
dari total jumlah LHP sebanyak 305 laporan hanya 146 laporan yang telah selesai
ditindaklanjuti rekomendasinya. Sedangkan 159 laporan lainnya masih terdapat
rekomendasi yang belum selesai ditindaklanjuti. Hal ini menerangkan bahwa
terdapat rekomendasi yang penyelesaiannya berlarut-larut. Rinciannya sebagai
berikut.

Tabel 1. 2 Status Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Jumlah LHP \ %

Belum

Selesai
| 6 7

1 76,92% 23,08%

. Belum .
Selesai : Selesai
Selesai
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Jumlah LHP %

. Belum . Belum

Selesai . Selesai :

Selesai Selesai

1 6 7

2 TA 2006 12 8 4 66,67% 33,33%
3 TA 2007 10 7 3 70,00% 30,00%
4 TA 2008 21 15 6 71,43% 28,57%
5 TA 2009 18 11 7 61,11% 38,89%
6 TA 2010 12 10 2 83,33% 16,67%
7 TA 2011 30 18 12 60,00% 40,00%
8 TA 2012 24 17 7 70,83% 29,17%
9 TA 2013 20 10 10 50,00% 50,00%
10 TA 2014 15 6 9 40,00% 60,00%
1 TA 2015 15 4 11 26,67% 73,33%
12 TA 2016 32 11 21 34,38% 65,63%
13 TA 2017 12 3 9 25,00% 75,00%
14 TA 2018 14 6 8 42,86% 57,14%
15 TA 2019 16 2 14 12,50% 87,50%
16 TA 2020 17 2 15 11,76% 88,24%
17 TA 2021 15 6 9 40,00% 60,00%
18 TA 2022 9 0 9 0,00% 100,00%
305 146 159 47,87% 52,13%

Data olah: Laporan PTL Semester Il 2022

Berdasarkan data di atas peneliti menganalisis hal-hal yang menjadi faktor
penyebab kurang optimalnya dalam menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK dalam suatu LHP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal
tersebut dapat dilihat dari jumlah LHP yang belum selesai proses penyelesaian
tindak lanjutnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan perbandingan
dari jJumlah LHP yang belum selesai lebih tinggi dibandingkan dengan yang telah
selesai secara penuh tindak lanjutnya.

Studi kasus pada Inspektorat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipilih
peneliti karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki tingkat penyelesaian
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tindak lanjut terhadap jumlah LHP yang masih relatif rendah. Hal ini tercermin dari
banyaknya LHP yang belum selesai ditindaklanjuti menurut jenis pemeriksaan yang
dilakukan oleh BPK. Pengklasifikasian berdasarkan jenis pemeriksaan tersebut
tergambar pada tabel sebagai berikut.
Tabel 1. 3 Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Menurut Jenis Pemeriksaan
Tahun 2005 s.d. 2022

: : Jumlah : o Belum o
No Jenis Pemeriksaan LHP Selesai 0 Selesai %
1 Eemerlksaan Laporan 20 2 10,00% 18 90,00%
euangan
2. | Pemeriksaan Kinerja 59 24 | 40,68% 35 59,32%
3, | Pemeriksaan Dengan | .5 | 150 | 531006 | 106 | 46.90%
Tujuan Tertentu
305 146 | 47,87% 159 52,13%

Data olah: Laporan PTL Semester Il 2022

B. Identifikasi Masalah
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki jumlah temuan pemeriksaan dan
rekomendasi yang harus ditindaklanjuti paling tinggi dibandingkan dengan
provinsi lain di Indonesia yakni sebesar 14%.

2. Tingkat presentase LHP di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah selesai
ditindaklanjuti rekomendasinya relatif rendah, yakni 47,87% dari keseluruhan
LHP dari tahun 2005 s.d. 2022

3. LHP atas laporan keuangan memiliki tingkat penyelesaian tindak lanjut

terendah disusul dengan LHP atas kinerja dan LHP dengan tujuan tertentu.

C. Rumusan Permasalahan

Dengan menggunakan latar belakang serta rumusan masalah yang telah
dipaparkan terlebih dahulu, rumusan permasalahan yang digunakan sebagai
panduan dalam melakukan penelitian ini adalah.
1. Mengapa penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal?
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2.

Bagaimana strategi untuk mengoptimalkan proses penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini

memiliki tujuan untuk

1.

Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab
penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta belum optimal;

. Menyusun strategi agar mengoptimalkan proses penyelesaian tindak lanjut

rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

1.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan kontribusi yaitu:
Manfaat dan kontribusi akademis
Manfaat dan kontribusi akademik diharapkan dari hasil penelitian yang
dilakukan sebagai tambahan referensi terkait dengan proses pelaksanaan serta
faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya entitas terperiksa dalam
menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Selain itu, penelitian ini
juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pengembangan penelitian
selanjutnya.
Manfaat dan kontribusi praktis
Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan informasi dan
evaluasi bagi BPK terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan belum
optimalnya entitas terperiksa dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil
pemeriksaan khususnya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat
nyata bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja dan mendorong

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan secara lebih optimal.
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BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil penelitian ini telah menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang
menyebabkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum optimal dalam penyelesaian
tindak lanjut rekomendasi BPK. Faktor-faktor tersebut adalah kelemahan
implementasi kebijakan dan standar operasional prosedur tindak lanjut, hambatan
dalam koordinasi antar OPD, dan pemahaman terhadap rekomendasi serta persepsi
dalam memahami rekomendasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas penjelasan lebih rinci
berkaitan dengan penyebab dalam faktor organisasi adalah implementasi kebijakan
terkendala oleh kapasitas struktural dan celah prosedural. Keterbatasan sumber
daya manusia di Inspektorat mengharuskan adanya pelimpahan tugas pemantauan
secara melekat kepada pemegang obrik (objek pemeriksaan). Selain itu, ketiadaan
Standar Operasional Prosedur (SOP) spesifik dalam merespons perubahan
nomenklatur masih terdapat desain reward and punishment yang timpang.
Sedangkan dalam faktor hubungan antar pihak, pelaksanaan koordinasi antara
OPD, Inspektorat, dan BPK melalui mekanisme rapat konsinyering berkala menjadi
sarana krusial untuk mencegah penyelesaian berlarut-larut. Terakhir faktor
kemampuan individu (personality) terdapat masalah terkait pemahaman individu
yang berbeda terkait penyelesaian rekomendasi, terutama untuk rekomendasi yang
berlarut-larut. Timbulnya persepsi yang berbeda ini terjadi baik pada entitas
maupun pemantau BPK. Entitas memiliki persepsi yang berbeda terkait dengan
kondisi rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Sementara pemantau BPK
memiliki persepsi yang berbeda terkait kecukupan data dukungan untuk penentuan
status tindak lanjut.

Berkaitan dengan hasil penelitian, maka strategi untuk mengoptimalkan dan
meningkatkan efektivitas tindak lanjut rekomendasi BPK sangat diperlukan. Hasil
identifikasi menunjukkan terdapat lima opsi strategi yang dapat dipilih untuk

meningkatkan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, yakni penilaian kebutuhan
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SDM, penerbitan kebijakan kepala daerah terkait perubahan nomenklatur,
meningkatkan motivasi OPD terkait pelaksanaan tindak lanjut, peningkatan
koordinasi dalam proses tindak lanjut, dan menyediakan panduan bagi pelaksana

tindak lanjut.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan di atas, saran yang disampaikan
adalah sebagai berikut.
1. Tataran Praktis

Perlu dilakukan kajian Analisis Beban Kerja untuk menentukan kebutuhan
riil personil pemantau tindak lanju rekomendasi di Inspektorat, menerbitkan SOP
mekanisme pelimpahan tanggung jawab tindak lanjut hasil pemeriksaan secara
otomatis saat terjadi perubahan nomenklatur instansi, menerapkan sistem
penghargaan bagi OPD yang berkomitmen dalam menyelesaikan tindak lanjut
rekomendasi, dan penyediaan petunjuk teknis pendukung pelaksanaan pemantauan
tindak lanjut rekomendasi BPK.

2. Tataran Akademik

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilakukan pengembangan penelitian
mengenai kebijakan dan prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan dan kaitannya

dengan keefektifan pelaksanaan kegiatan.
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